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ABSTRAK

Tugas hakim dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satunya adalah
menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar
ada atau tidak. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan
yuridis normatif. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan
dengan kalimat. Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (descente) sebagai
salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata diperlukan karena yang
menjadi objek sengketa tersebut adalah benda tidak bergerak yang tidak bisa
diajukan atau dibawa ke dalam persidangan, maka dari itu dilakukan pemeriksaan
setempat guna untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang ukuran dan
batas-batas objek sengketa guna memperkuat keyakinan hakim dalam memutus
perkara tersebut. Maka dalam pembuktian pemeriksaan setempat ini  harus
didukung dengan alat bukti lain yang berupa bukti surat dan keterangan saksi-
saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan yaitu dengan mencocokan
bukti tertulis dengan letak tanah yang bersangkutan dengan saksi-saksi yang
mendukung.

Kata Kunci : Pemeriksaan Setempat (descente), Pembuktian, Perkara
Perdata.

LOCAL EXAMINATION (DESCENTE) IN PROVING CIVIL CASE
ABSTRACT

One of the duties of a judge in resolving civil cases is to investigate whether the
legal relationship that is the basis of the lawsuit actually exists or not. This
research is descriptive in nature using a normative juridical approach. Data is
analyzed using qualitative analysis or explained in sentences. The strength of
local examination evidence (descente) as one of the supporting evidence in civil
cases is necessary because the object of the dispute is an immovable object which
cannot be presented or brought to trial, therefore a local examination is carried
out in order to find out clarity and certainty regarding the size and boundaries of
the object of the dispute in order to strengthen the judge's confidence in deciding
the case. So, the local inspection evidence must be supported by other evidence in
the form of documentary evidence and statements from witnesses submitted by the
parties in the trial, namely by matching written evidence with the location of the
land in question with supporting witnesses.

Keywords: Local Examination (descente), Evidence, Civil Cases.
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A. PENDAHULUAN

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang
amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan
kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan
merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu
kebenaran (trurth). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam
proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (ultimate
absoluth), tetapi bersifat kebenaran relatife atau bahkan cukup bersifat
kemungkinan (probable), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap
menghadapi kesulitan.

Keseluruhan tahap persidangan perkara perdata, maka pembuktian
merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap
pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran
terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan
disebut sebagai tahap menentukan, dikarenakan hakim dalam rangka proses
mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di
persidangan.

Hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk memelihara dan
mempertahankan hukum materiil. Secara formal hukum pembuktian mengatur
bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam Het Herziene
Indonesisch Reglement yang selanjutnya disingkat HIR dan Rechlement
Buitengewesten yang selanjutnya disingkat R.Bg, sedangkan secara materiil,
hukum pembuktian itu mengatur bagaimana diterima atau tidaknya pembuktian
dengan alat-alat tertentu dipersidangan, serta kekuatan pembuktian dari alat-alat
bukti itu.

Tugas hakim dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satunya adalah
menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar
ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang
bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian
bermaksud unutk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan unutk
menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan
berdasarkan hasil pembuktian.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut terikat pada alat-alat bukti
yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh para
pihak di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka keyakinan hakim bukan
merupakan hal yang esensial dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa.
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Berbeda halnya dengan hukum acara pidana yang menggariskan bahwa selain
berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan,
keyakinan hakim mutlak diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa memang
bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Secara umum, beban pembuktian yang dianut oleh hukum acara
dlindonesia adalah beban pembuktian yang berasaskan bahwa siapa yang
mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya. begitu pula dengan yang
membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya. Asas tersebut dapat
ditemukan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi : Barang siapa yang mengatakan
la mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan
haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus
membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi : Setiap orang yang mendalilkan
bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun
membantah suatu hak orang lain maka menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata merupakan suatu pedoman
bagi hakim dalam menentukan beban pembutian, akan tetapi apabila hakim
mutlak mengikuti aturan tersebut, maka akan menimbulkan beban pembuktian
yang berimbang antara para pihak. Kebenaran suatu peristiwa hanya dapat
diperoleh melalui proses pembuktian ini dan untuk dapat menjatuhkan putusan
yang adil, maka hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan
kebenarannya.

Pemeriksaan setempat merupakan salah satu usaha hakim untuk
memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh pihak penggugat
ternadap pihak tergugat. Sehingga, hakim haruslah kreatif untuk mencari
keterangan, dan hakim dianggap tahu akan hukumnya (ius curia novit) agar dapat
menjatuhkan putusan. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau
perimbangan mengapa hakim sampai pada putusannya itu. Alasan atau konsideran
tersebut merupakan pertanggung jawaban hakim kepada masyarakat atas
putusannya itu. Hal-hal tersebut lah yang kemudian menjadi pokok pemikiran
penulis untuk membahasnya dan rumusan permasalahan dalam penulisan ini
adalah bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (descente) sebagai
salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena hanya akan memaparkan

obyek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek
pelaksanaan perundang—undangan yang menyangkut permasalahan di atas.

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif
yang menekankan pada dat sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melakukan analisis terhadap
permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang
mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.
Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisisnya.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis
melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan,
keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun Yyurisprudensi,
majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana
hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan
keadaan yang sebenarnya, yaitu kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat
dalam pembuktian sidang perkara perdata.

Digunakan juga bahan-bahan hukum yang berupa sumber hukum dalam
arti formil (peraturan perundang-undangan) dan studi kepustakaan, pendekatan
yang bertujuan untuk memperoleh peraturan-peraturan yang berlaku tentang
kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara
perdata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tiap-tiap orang yang mendakwakan haknya atas suatu barang haruslah
membuktikan dakwaannya. Begitu pula pihak-pihak yang membantah hak orang
lain harus pula membuktikan bantahannya. Pasal 163 HIR dan 283 R.Bg.
menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau
mengajukan suatu peristiwva (feit) untuk meneguhkan haknya atau untuk
membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau
peristiwa tersebut”.

Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan artinya mempertimbangkan
secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan
dalam hukum acara bersifat yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan
adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta
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menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Sedangkan R Subekti
menyatakan bahwa “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran
dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Mukti Arto mendefinisikan pembuktian sebagai mempertimbangkan
secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang
sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Alat bukti yang sah artinya
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum pembuktian
yang berlaku artinya ada sistem peraturannya.

Pembuktian dalam bidang perdata mencari kebenaran formil, tidak
disyaratkan adanya keyakinan hakim. Alat bukti yang dihadirkan harus memenuhi
syarat materil dan formil. Syarat mengenai siapa yang berwenang, dan bagaimana
cara menggunakan wewenang itu.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang
amat penting dan sangat komplek dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya
makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekontruksi
kejadian atau peristiwva masalalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth).
Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata,
bukan kebenaran yang bersifat absolut (ultimate absoluth), tetapi bersifat
kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (probable), namun
untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.

Membuktikan tidak hanya memberikan kepastian pada hakim tapi juga
berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada
tindakan para pihak (seperti pada persangkaan) dan tidak tergantung pada
keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah).

Membuktikan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menetapkan
kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang
disediakan oleh hukum, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan
logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar. Dalam menyelesaikan
perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan
hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim
harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui
pembuktian. “Pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu
peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak
dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian”.

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti, sedangkan
menurut acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti
bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang
ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata



Page |208
Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.1, Edisi Januari 2024
Published : 30-01-2024, Page : 203-215

yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR
dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu bukti tulisan/bukti dengan surat, bukti saksi,
persangkaan, pengakuan, dan sumpabh.

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata
formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan
tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian
dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang
mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan,
kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa
kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa
setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat
diterima oleh kedua belah pihak.

Pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di pengadilan. Jika
tidak ada perkara atau sengketa mengenai hak perdata seseorang, maka
pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Pihak-
pihak yang berperkaralah yang berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa
yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan
dan membuktikan peraturan hukumnya, sebab hakim menurut asas hukum acara
perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak
tertulis, dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materil)
terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya. Tugas hakim ialah
menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada
atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua
belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan
oleh hakim.

Agenda pembuktian berlangsung, maka kedua belah pihak harus
membuktikan peristiwa atau hubungan hukum dari dalil-dalil yang
disampaikannya. Namun tidak semua peristiwa atau hubungan hukum wajib
dibuktikan. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang
pengadilan tidak perlu dibuktikan. Misalnya hakim melihat dan mendengar sendiri
di depan sidang pengadilan, seperti hadirnya pihak, pihak menyandang disabilitas,
pengakuan, berikrar talak, menyerahkan hak-hak istri yang ditalak dan lain-lain.

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata
formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan
tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian
dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang
mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan,
kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa
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kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa
setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat
diterima oleh kedua belah pihak.

Terlepas dari persoalan apakah pemeriksaan setempat merupakan alat
Dbukti atau tidak yang tidak ada kesepakatan para ahli, namun pemeriksaan
setempat yang pelaksanaannya seringkali disaksikan oleh masyarakat ramai akan
member kesan yang positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan
pemeriksaan perkara seteliti dan seobyektif mungkin untuk memberikan putusan
yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu,
walau secara yuridis formil tidak termasuk sebagai alat bukti, namun hasil
pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti dalam
persidangan.

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukanlah merupakan
alat bukti, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pemeriksaan
setempat tidak termasuk sebagai alat bukti baik yang disebut dalam Pasal 164
HIR. Pasal 283 RBg, maupun Pasal 1866 KUH Perdata. Namun demikian. hasil
pemeriksaan setempat dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh
majelis hakim nantinya. Kekuatan pembuktiannya itu sendiri diserahkan kepada
pertimbangan majelis hakim.

Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv
ditegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat
dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Dengan demikian, nilai kekuatan yang
melekat padanya hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian
definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang
jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan. berarti keterangan itu
pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang
yang bersangkutan. Keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam
persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang
ditemukan dalam persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta
yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai
bagian dasar pertimbangan mengambil putusan.

Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim atau
menambah keterangan secara lebih jelas, hal ini sebagaimana tercantum dalam
Pasal 153 ayat (2) HIR dan Pasal 180 ayat (1) RBg. Seperti yang sudah dijelaskan
dalam bab sebelumnya bahwa hasil yang diperoleh dalam persidangan
pemeriksaan setempat merupakan keterangan yang sama nilainya dengan fakta
yang ditemukan dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan
oleh hakim yang diwawancarai oleh penulis yang juga berpendapat bahwa
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dikarenakan pemeriksaan setempat merupakan bagian dari sidang pengadilan,
maka semua hasil pemeriksaan setempat pada dasarnya disamakan dengan fakta
yang terungkap dalam persidangan.

Fakta-fakta ini nantinya dapat dijadikan sebagai fakta yang saling
berkaitan dengan fakta lain yang muncul dalam persidangan ataupun dengan alat-
alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dikarenakan
pemeriksaan setempat itu sendiri bukanlah merupakan suatu alat bukti
sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 164 HIR/283 RBg dan
Pasal 1866 KUH Perdata, maka hakim biasanya hanya menjadikan pemeriksaan
setempat sebagai keterangan atau fakta persidangan untuk mempermudah proses
pembuktian. Terlebih lagi ada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001
yang menjadi pedoman bagi hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat.
Namun, hasil dari pemeriksaan setempat ini nantinya tergantung pada hakim
apakah akan digunakan dalam pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atau
tidak.

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas,
dengan kata lain kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang
bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim
tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna,
atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.

Mengenai hasil pemeriksaan setempat sebagai keterangan atau , fakta
persidangan, perlu diperhatikan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang'
menyatakan bahwa setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan
dapat digunakan sebagai persangkaan hakim. Berbeda dengan persangkaan
menurut undang-undang, maka di sini hakim bebas dalam menemukan
persangkaan berdasarkan kenyataan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio yang menyatakan
bahwa segala peristiwa keadaan dalam sidang. bahan-bahan yang didapat dari
pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk
menyusun persangkaan hakim.

Dengan demikian, bahwa hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta
persidangan yang dapat dijadikan bahan atau keterangan untuk menyusun
persangkaan hakim yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis
hakim yang memeriksa perkara.

Hal yang perlu digaris bawahi di sini adalah hasil pemeriksaan setempat
yang dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan
putusan senantiasa dihubungkan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh
para pihak yang berperkara dalam persidangan. Hasil pemeriksaan setempat yang
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dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim memiliki fungsi dan
peran perantara yaitu mengantarkan atau menyeberangkan alat bukti dan
pembuktian ke arah yang lebih konkret mendekati kepastian. Sehingga dalam
perkara ini, hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan dua kali oleh majelis
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara juga bersesuaian dan mendukung
alat bukti yang diajukan oleh penggugat, para tergugat, dan para penggugat
intervensi, dengan demikian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk
mengkonstruksi kesimpulan tentang keterbuktian suatu dalil yang diajukan oleh
para pihak dalam pertimbangan majelis hakim nantinya.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUH Perdata,
persangkaan hakim atau disebut juga dengan persangkaan berdasarkan kenyataan
atau fakta atau presumpliones facti bersumber dari fakta yang terbukti dalam
persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan, dimana hal
tersebut dilakukan hakim karena undang-undang sendiri, memberi kewenangan
kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan. Dari pasal-pasal tersebut di
atas, undang-undang menyerahkan kepada pendapat dan pertimbangan hakim
.untuk mengkontruksi alat bukti persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber
dari alat-alat bukti yang telah ada dalam persidangan. Dari mana atau dari pihak
mana data atau fakta itu diambil hakim adalah bebas.

Mengutip pendapat Tresna, dikatakan bahwa satu persangkaan tidaklah
dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan terbukti, dengan kata
lain persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling
berhubungan dengan persangkaanpersangkaan hakim yang lain terdapat dalam
suatu perkara, baik bersumber dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak
maupun fakta-fakta lain yang muncul dalam persidangan, termasuk hasil
pemeriksaan setempat.

Hasil pemeriksaan setempat sebagai salah satu fakta atau peristiwa yang
terjadi dalam persidangan digunakan sebagai pendukung alat bukti lain untuk
memperkuat kekuatan nilai pembuktian serta sebagai dasar untuk memperkuat
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pemeriksaan setempat (descente) adalah pemeriksaan mengenai perkara
oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat
kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran
atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang
menjadi sengketa.

Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim
langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak. Sering
juga disebut pemeriksaan di tempat atau hakim (majelis) itu sendirilah yang pergi
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ketempat objek harta terperkara dibantu oleh Panitera atau Penitera Pengganti dan
dalam hal ini hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-
hal lain yang dianggap perlu. misalnya: batas-batas tanah, luasnya, letaknya,
keadaannya yang didapat diatas tanah itu. Semua fakta yang didapati oleh hakim
(majelis hakim) disaat sidang ditempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan
hakim itu sendiri.

Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg., atau Pasal 1866 KUHPerdata,
ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain lima alat bukti tersebut,
terdapat pula hal lain sebagai pendukung, keterangan ahli (deskundigenbericht)
dan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaattsopneming atau descente).

Terlepas dari persoalan apakah pemeriksaan setempat merupakan alat
bukti atau tidak yang tidak ada kesepakatan para ahli, namun pemeriksaan
setempat yang pelaksanaannya seringkali disaksikan oleh masyarakat ramai akan
memberi kesan yang positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan
pemeriksaan perkara seteliti dan seobyektif mungkin untuk memberikan putusan
yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Secara formil
pemeriksaan setempat bukanlah merupakan alat bukti, karena sebagaimana yang
telah dijelaskan sebelumnya pemeriksaan setempat tidak termasuk sebagai alat
bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR, 283 RBg, Pasal 1866 KUHPerdata.
“Hasil pemeriksaan setempat dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan
oleh majelis hakim nantinya. Kekuatan pembuktian itu sendiri diserahkan kepada
pertimbangan majelis hakim”.

Mengetahui dengan jelas seluk-beluk suatu perkara kadangkala tidak
selalu mudah, apalagi keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara
di persidangan sangat tajam bertentangan satu sama lain. Selaini tu terhadap suatu
keadaan kadangkala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan
maupun tulisan, bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun, sedangkan untuk
membawa objek yang ingin dijelaskan tersebut ke depan sidang pengadilan tidak
mungkin, misalnya barang-barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, gadung,
dan sebagainya.

KESIMPULAN

Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (descente) sebagai salah satu
pendukung alat bukti dalam perkara perdata diperlukan karena yang menjadi
objek sengketa tersebut adalah benda tidak bergerak yang tidak bisa diajukan atau
dibawa ke dalam persidangan, maka dari itu dilakukan pemeriksaan setempat
guna untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang ukuran dan batas-batas
objek sengketa guna memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara
tersebut. Maka dalam pembuktian pemeriksaan setempat iniharus didukung
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dengan alat bukti lain yang berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang

diajukan oleh para pihak dalam persidangan yaitu dengan mencocokan bukti

tertulis dengan letak tanah yang bersangkutan dengan saksi-saksi Yyang
mendukung.
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